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PUTUSAN

Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Batam  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

perdata pada tingkat pertama  dalam  sidang majelis hakim  telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT,  tempat  dan  tanggal  lahir..,  16  April  1979,  agama  Islam,

pekerjaan  ibu  rumah  tangga,  Pendidikan  Sekolah  Lanjutan

Tingkat  Atas,  tempat  kediaman  di  Kota  Batam, sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir…, 07 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta,  Pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas,

tempat kediaman di Kota Batam, sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat  gugatannya tanggal 16 Februari 2021

telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Batam, dengan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 16 Februari 2021,

dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri,menikah pada

hari  Jumat  pada  tanggal  10  Maret  2012  dihadapan  Pegawai  Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sesuai

Kutipan Akta Nikah Nomor 141/III/2012 tertanggal 10 Maret 2012;
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2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama

sebagai  suami  –  isteri  bertempat  tinggal  di  Kota  Batam  sebagaimana

alamat yang tertera diatas;

3. Bahwa dalam perkawinan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

melakukan hubungan suami isteri  (ba’da dukhul)  dan telah dikaruniai  1

(satu) orang anak bernama ANAK PERTAMA Umur 6 tahun;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

dalam keadaan rukun dan harmonis;

5. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2018 sampai dengan sekarang, rumah

tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi

yang disebabkan antara lain:

a. Tergugat mempunyai sifat egois, tidak dapat menerima pendapat

isteri dalam dalam berbagai hal, harus pendapat Tergugat yang diterima

;

b. Tergugat  juga  terlalu  keras  mendidik  anak  seperti  ketika  anak

berbuat salah, Tergugat selalu menyalahkan anak bukan membimbing

anak agar tidak berbuat salah lagi

c. Tergugat telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga

seperti memukul Penggugat tetapi tidak menimbulkan luka/cidera. Apa

yang diperbuat Tergugat ini membuat Penggugat trauma ;

d. Saat  Tergugat  berada  dirumah  membuat  Penggugat  dan  anak

merasa was – was dan tidak nyaman takut apalagi yang akan dilakukan

Tergugat dirumah kepada Penggugat dan anak;

6. Bahwa  puncaknya  pada  bulan  September  tahun  2020,  saat  terjadi

perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat menonjok Penggugat

dibagian  leher  belakang  sehingga  membuat  Penggugat  trauma  akan

kejadian tersebut;

7. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2019 sampai saat ini  Penggugat dan

Tergugat telah pisah ranjang namun tetap tinggal satu rumah;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah ini dengan jalan

musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
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9. Bahwa  dengan  kejadian  tersebut  rumah  tangga  antara  Penggugat

dengan  Tergugat  sudah  tidak  dapat  dibina  dengan  baik  sehingga  tujuan

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing

pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

merupakan  alternatif  terakhir  bagi  Penggugat  untuk  menyelesaikan

permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;

     Berdasarkan alasan/dalil-dalil  diatas,  Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Batam Kelas IA segera memeriksa dan mengadili perkara

ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat  terhadap Penggugat;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

 Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus

menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono); 

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap

di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan

dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang

sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan  (relaas)   Nomor

0/Pdt.G/2021/PA.Btm yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil

secara  resmi  dan  patut,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya

Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak

bercerai dengan  Tergugat,  tetapi  tidak  berhasil,  Penggugat tetap  pada dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,
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selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk menguatkan  dalil-dalil  gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat: 

1. Fotokopi Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  PENGGUGAT   yang

dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Kota  Batam, tanggal  16  April  2020, telah

dibubuhi materai Rp6000,00 dan diberi cap pos, oleh Majelis Hakim telah

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.1);

2. Fotokopi Kutipan  Akta Nikah Nomor 0/141/III/2012,  dari Kantor Urusan

Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, tanggal 10 Maret 2012, telah

dibubuhi materai Rp6000,00 dan diberi cap pos, oleh Majelis Hakim telah

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.2);

Bukti Saksi; 

Saksi  pertama  bernama  SAKSI  SATU,  di  bawah  sumpah  pada  pokoknya

menerangkan sebagai berikut:  

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Tergugat karena  bertetangga  dengan

Penggugat sejak enam tahun yang lalu;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat  bertempat tinggal di

kota Batam;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat  telah dikarunia satu

orang  anak, sampai saat ini tinggal dan dipelihara oleh Penggugat;

- Bahwa  rumah  tangga Penggugat  dan  Tergugat  tidak  harmonis  lagi,

namun saksi tidak melihat  keduanya bertengkar;

- Bahwa  saksi  pernah mendengar Tergugat mengtakan “bodoh” kepada

Penggugat, Tergugat orangnya kasar

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kamar;

- Bahwa pihak keluarga  Penggugat  sudah berusaha memperbaiki rumah

tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi  kedua  bernama  SAKSI  DUA di  bawah  sumpah  pada  pokoknya

menerangkan sebagai berikut:  
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- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Tergugat,  karena  saksi  kakak  kandung

Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat  bertempat tinggal di

kota Batam;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat  telah dikarunia satu

orang  anak, sampai saat ini tinggal dan dipelihara oleh Penggugat;

- Bahwa  rumah  tangga Penggugat  dan  Tergugat  tidak  harmonis  lagi,

Tergugat  sering  berkata  kasar  kepada  Penggugat  dan  juga  kepada

anaknya, Tergugat sering mengatakan bodoh kepada Penggugat, Tergugat

tidak perhatian kepada Penggugat;

- Saksi sejak enam bulan terakhir sering ke rumah Penggugat, karena ibu

kami Penggugat yang merawatnya;

- Bahwa antara  Penggugat  dan Tergugat  sudah berpisah kamar  sudah

dua tahun lamanya;

- Bahwa pihak keluarga  Penggugat  sudah berusaha memperbaiki rumah

tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa  Penggugat  telah  mencukupkan  buktinya  dan  tidak  ada  lagi

bukti yang akan diajukannya;

Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan

tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

------- Bahwa untuk  singkatnya uraian  putusan ini  selanjutnya majelis  hakim

mengambil  dan  memperhatikan  segala  hal  sebagaimana  tertuang  di  dalam

berita  acara  yang  merupakan  kesatuan   yang  tak  terpisahkan  dari

kesempurnaan putusan ini; 

PERTIMBANGAN  HUKUM  

Menimbang,  bahwa  maksud  dari  gugatan  Penggugat   adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditetapkan, Penggugat telah

hadir menghadap  sendiri  dipersidangan,  sedangkan Tergugat  tidak  pernah

hadir  dan  tidak  pula  diwakili  oleh  kuasanya  sedangkan  panggilan  telah

disampaikan  kepada  Tergugat  dengan  resmi  dan  patut,  dan  ternyata

ketidakhadirannya  itu  tidak  disebabkan  sesuatu  halangan  yang  sah,  Majelis

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim  berpendapat  Tergugat  telah  dengan  sengaja  tidak  mengindahkan

panggilan tersebut, karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir  dan perkara ini

diperiksa meskipun Tergugat tidak hadir;

 Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada

Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil Penggugat tetap teguh pada pendiriannya

untuk melanjutkan perkara ini, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat

(1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  keduanya

dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama.

Sedangkan  dikarenakan  Tergugat  tidak  hadir  di  persidangan,  maka  mediasi

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa  sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi

Hukum  Islam  perkawinan  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  Akta  Nikah  yang

dibuat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah.  Sehingga  berdasarkan  bukti  P.2  yang

telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil  serta  mempunyai  kekuatan  yang

sempurna dan mengikat,  maka Penggugat dan Tergugat terbukti  merupakan

pasangan  suami  isteri  yang  sah.  Karenanya  harus  dinyatakan  Penggugat

dengan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam

perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  isi  surat  gugatan  Penggugat  intinya

mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Maret tahun 2018

sampai dengan sekarang, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah

tidak  bisa  dipertahankan  lagi,  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran

antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain:

1. Tergugat mempunyai sifat egois, tidak dapat menerima pendapat isteri

dalam dalam berbagai hal, harus pendapat Tergugat yang diterima;

2. Tergugat juga terlalu keras mendidik anak seperti ketika anak berbuat

salah, Tergugat selalu menyalahkan anak bukan membimbing anak agar

tidak berbuat salah lagi;
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3. Tergugat telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti

memukul  Penggugat  tetapi  tidak  menimbulkan  luka/cidera.  Apa  yang

diperbuat Tergugat ini membuat Penggugat trauma;

4. Saat Tergugat berada dirumah membuat Penggugat dan anak merasa

was–was dan tidak nyaman takut  apalagi  yang akan dilakukan Tergugat

dirumah kepada Penggugat dan anak. Puncaknya pada bulan September

tahun  2020,  saat  terjadi  perselisihan  antara  Penggugat  dan  Tergugat,

Tergugat menonjok Penggugat dibagian leher belakang sehingga membuat

Penggugat trauma akan kejadian tersebut. Sejak bulan Maret tahun 2019

sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang namun tetap

tinggal satu rumah; 

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan untuk

menjawab  gugatan  Penggugat,  ketidakhadiran  Tergugat  tersebut  dapat

diartikan  Tergugat  tidak  akan  menggunakan  haknya  untuk  membantah  atau

menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil  gugatan  Penggugat,

Penggugat  telah  menghadirkan  dua  orang  saksi,  yaitu  teman  dan  saudara

kandung Penggugat,  masing-masing telah memberikan keterangan di  bawah

sumpahnya,  dengan  meyakinkan  dan  saling  bersesuaian  bahwa  antara

Penggugat  dan  Tergugat  sebagai  suami  isteri  tidak  harmonis  lagi,  antara

Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kamar sejak tahun 2019;

 Menimbang,  bahwa  dari  hasil  pemeriksaan  di  persidangan,  Majelis

menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang

sah sejak tanggal  20 April 2018 dan telah mempunyai satu orang anak;

- Bahwa  sejak  Maret 2018 rumah tangga Penggugat dan Terguhat tidak

harmonis,  telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat

dan Tergugat;

- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tetap berlanjut sejak

bulan Maret  tahun 2019  sampai  saat  ini  Penggugat  dan  Tergugat  telah

pisah  ranjang  namun  tetap  tinggal  satu  rumah, puncaknya  September

tahun 2020;
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- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  karena

Tergugat tidak menhhargai Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat  dan Tergugat  sudah berpisah ranjang sejak

Maret 2019 namun tetap tinggal satu rumah;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah

tangga keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  dari  fakta  tersebut,  terbukti  bahwa  telah  terjadi

perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat

yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah belanja

kepada  Penggugat  yang  mengakibatkan  antara  Penggugat  dan  Tergugat

berpisah kamar sejak Maret 2019 sampai perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan Penggugat yang menyatakan tetap

ingin  bercerai  dengan  Penggugat,  serta  dari  ketidakhadiran  Tergugat  untuk

membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya,

Majelis  Hakim  menilai  bahwa  kedua  belah  pihak  telah  sama-sama  tidak

berkeinginan  lagi  untuk  mempertahankan  rumah tangganya  satu  sama lain,

oleh  karena  itu  hati  keduanya  dipandang  telah  pecah  dan  tidak  dapat

dipertautkan lagi;

Menimbang,  bahwa dengan pecahnya hati  kedua belah pihak,  rumah

tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada lagi harapan

bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan

demikian  perkawinan  mereka  dikategorikan  sebagai  perkawinan  yang  telah

pecah (broken marriage),  dan dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan

perkawinan  sebagaimana  diformulasikan  di  dalam  pasal  1  Undang-undang

Nomor  1  tahun  1974  jo  pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam  Tahun  1991  dan

sebagaimana tersirat di dalam al-Qur’an surat al-Ruum ayat 21;

Menimbang,  bahwa  dalam  setiap  persidangan  Majelis  Hakim  selalu

berupaya  memberi  nasehat  kepada  Penggugat  agar  bersabar  sehingga

antara Penggugat dan Tergugat tetap membina rumah tangga, akan tetapi

tidak  berhasil  karena  Penggugat  tetap  bersikeras  untuk  bercerai  dengan

Tergugat;
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Menimbang,  bahwa  melihat  kebencian  Penggugat  kepada  Tergugat

sudah sangat mendalam, sehingga telah bulat tekat Penggugat untuk bercerai

dengan Tergugat,  dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Batam

agar  Pengadilan  Agama berwenang  menjatuhkan  talak  bain  sugra  Tergugat

terhadap  Penggugat   sesuai  dengan  ketentuan   pasal  38  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 jo  pasal 113 dan 119  Kompilasi Hukum Islam dan sesuai

pula dengan  pendapat para ahli Fiqih yang diambil alih mejadi pertimbangan

Majelis Hakim yang berbunyi:

طلـقة          القاضي عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد واذا

Artinya:  Dan apabila kebencian isteri kepada suami telah berkelebihan, maka

Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut kepada isterinya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis

gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19

huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 1975   jo  Pasal  116 huruf

(f)  Kompilasi Hukum Islam, intinya menyebutkan bahwa antara suami ( dalam

hal ini Tergugat) dengan isteri (dalam hal ini Penggugat) terus menerus terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  dalam rumah tangga  dan  tidak  ada  harapan

akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, oleh karena itu gugatan Penggugat

patut untuk dipertimbangkan;

-------Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada

pasal  tersebut  diatas,  maka sesuai  maksud Pasal  22  Peraturan Pemerintah

Nomor  9  Tahun  1975  Jo.  Pasal  134  Kompilasi  Hukum  Islam  intinya

menyebutkan  bahwa  apabila  gugatan  Penggugat  didasarkan  kepada

perselisihan dan pertengkaran maka pengadilan wajib mendengar keterangan

pihak keluarga serta orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, untuk

hal ini  Majelis telah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang

dekat  dengan  Penggugat,  meskipun  tidak  terterapkan  secara  utuh  pasal

tersebut  sebab  pihak  Tergugat  tidak  pernah  hadir  ke  persidangan  namun

Majelis  telah  meyakini  adanya  perselisihan  dan  pertengkaran  dalam  rumah

tangga  serta  telah  mengetahui  sebab-sebab  terjadinya  perselisihan  dan

pertengkaran  antara  Penggugat  dengan  Tergugat,  oleh  karena  itu  gugatan

Penggugat dapat dikabulkan; 
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Menimbang,  bahwa  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut tidak datang,  tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan

tidak pula ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan hukum, oleh karena

gugatan Penggugat beralasan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1)

dan pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek; 

Menimbang,  bahwa dipilihnya perceraian sebagai  jalan terbaik  adalah

untuk  kemashlahatan  kedua  belah  pihak,  dan  untuk  memutus  ikatan

perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat pengadilan memandang tepat

dengan  menjatuhkan  talak  satu  bain  shugra  Tergugat  terhadap  Penggugat,

karena keduanya belum pernah  bercerai  dan keinginan bercerai  dari  pihak

Penggugat, hal ini sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam

Tahun 1991;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan,  maka

berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang

dirubah dengan  Undang–Undang Nomor  3  Tahun 2006,  dan   perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara

ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  semua peraturan perundang-undangan yang berlaku  serta

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

                                   M E N G A D I L I

1. Menyatakan  Tergugat  telah  dipanggil  secara resmi  dan  patut  untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba’in  shughra  Tergugat  (TERGUGAT)

terhadap Penggugat  (PENGGUGAT);

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah  Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim yang dilangsungkan pada hari  Rabu tanggal  10 Maret  2021 Masehi,
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bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnidar,

M.H.  sebagai Ketua Majelis,  Dra. Raudanur, M.H dan Drs. M. Syukri masing-

masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  dalam  sidang

terbuka untuk umum pada hari  itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh  Fadlul Akyar, S.H. sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. 

Hakim Anggota,

Dra. Raudanur, M.H 

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasnidar, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. M. Syukri 
Panitera Pengganti,

Fadlul Akyar, S.H.

Perincian biaya:

  1.  Pendaftaran  Rp30.000,00 
   2.
  3. 

 Proses
 PNBP Panggilan 

 Rp50.000,00
Rp20.000,00 

  4.  Panggilan  Rp300.000,00 
  5.  Redaksi  Rp10.000,00 
  6.  Meterai  Rp10.000,00 

    Jumlah Rp420.000,00
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